BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara yang
mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian. Adanya pajak,
pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan serta dana yang diperoleh dari
pajak juga dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat,
baik untuk mensubsidi barang kebutuhan hingga membayar hutang luar negeri
(Meilia dan Adnan, 2017). Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dapat
mempengaruhi pendapatan negara. Oleh karena itu, pajak harus dioptimalkan
untuk mendorong perekonomian negara demi tercapainya pembangunan yang
telah direncanakan.

Menurut Menteri Keuangan Indonesia, pajak merupakan suatu alat yang
digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Namun, realisasi pajak
pada tahun 2018 belum sepenuhnya mencapai target, walaupun mengalami
kenaikan sebesar 15,5% dari tahun 2017. Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan telah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 20
Agustus 2018 mencapai Rp760,57 triliun atau 53,41% dari target 2018. Jumlah
ini naik 15,49% dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2017.
Penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar
22,24%; PPh 21 sebesar 15,57%; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam

Negeri sebesar 9,44% dan PPN Impor sebesar 26,85% (pajak.go.id, 2018).



Berdasarkan jenis industri, penerimaan dari berbagai sektor utama
menunjukkan kinerja yang positif yaitu industri pengolahan menerima 13,08%
dan perdagangan sebesar 29,75% yang keduanya merupakan dua sektor
penyumbang penerimaan terbesar (pajak.go.id, 2018). Upaya Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) untuk menjaga kenaikan positif yang dicapai selama
tahun ini yaitu akan mengoptimalkan layanan dan mengimplementasikan
berbagai program penting termasuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP)
23/2018, pemberian restitusi dipercepat, dan pelaksanaan reformasi perpajakan.
Penerimaan pajak yang belum sepenuhnya mencapai target disebabkan karena
adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik
orang pribadi maupun badan.

Menurut Hutagoal (2007) penghindaran pajak merupakan tindakan yang
dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kewajiban
pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan undang-undang
atau mencari kelemahan dari aturan perpajakan. Di Indonesia, diperkirakan
tindakan penghindaran pajak mencapai Rp110 triliun per tahun yaitu sebesar
80% dilakukan oleh badan usaha dan 20% dilakukan oleh wajib pajak orang
pribadi (suara.com, 2017). Menurut Sucipto, tindakan penghindaran pajak
banyak dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di sektor batubara dan
mineral. Selain itu, terdapat juga perusahaan yang dimiliki oleh orang asing
tetapi bentuk usahanya berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan riset pada
tahun 2010-2014 jumlah dana gelap yang berasal dari Indonesia ke luar negeri

mencapai Rp 914 triliun.



Direktur Jenderal Pajak menyatakan akan memulai menelusuri masalah
wajib pajak di sektor sawit yang diduga telah melakukan penghindaran pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sekitar 63.000 wajib pajak
di sektor sawit yang diduga melakukan penghindaran pajak dan pemungutan
yang tidak maksimal. Ada sekitar 70.918 wajib pajak orang pribadi dan badan
yang terdaftar, namun hanya sekitar 9,6% yang melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) pajak (cnnindonesia.com, 2018). Berdasarkan informasi
dari Kementerian Keuangan, pajak yang diterima dari subsektor perikanan
belum maksimal yang disebabkan karena para pelaku usaha mempunyai
tingkat kepatuhan yang rendah terhadap peraturan hukum dan perpajakan.

Menurut Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)
menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu
dengan cara memberikan laporan mengenai jumlah dan harga kapal dengan
under value. Pelaku usaha tersebut memberikan laporan mengenai hasil
tangkapan yang tidak semestinya serta tidak melaporkan bentuk usaha dan
pendapatan yang tidak sesuai. Berdasarkan data Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang didapat dari pelaksanaan pengukuran ulang perizinan kapal
yang dilakukan di 47 daerah sejak April 2016 sampai Maret 2017, negara
memperoleh Rpl122 miliar dari penerbitan izin kapal yang sebelumnya
mengalami penurunan. Selain itu, pemindahan muatan kapal ikan yang
dilakukan secara ilegal juga dapat mengurangi penerimaan negara. Para pelaku
usaha melaporkan jumlah ikan tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang

sebenarnya (kompas.com, 2017).



Selain itu, terdapat modus baru pemindahan muatan ilegal yang
dilakukan di Bitung oleh anak buah kapal (ABK) yang berasal dari Filipina
dengan memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia palsu agar dapat
mengawaki kapal pumpboat (kompas.com, 2017). Kapal ini memindahkan
muatan yang berupa hasil tangkapan ikan secara ilegal di perbatasan Indonesia
dan Filipina. Mengetahui hal ini, menteri Susi mengajak seluruh pelaku usaha
untuk menaati peraturan hukum dan perpajakan yang berlaku. Menteri
Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat perizinan serta melakukan
pengawasan kegiatan kapal di lapangan serta pelaku usaha juga diharapkan
dapat menyampaikan informasi yang benar dan valid untuk meningkatkan
penerimaan negara.

Berdasarkan survei dan laporan yang dibuat oleh Ernesto Crivelly
sebagai penyidik dari International Monetary Fund (IMF) tahun 2016 dan
kemudian ditinjau kembali oleh Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dengan database yang diperoleh dari International Center for Policy and
Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development
(ICTD) memberikan informasi bahwa Indonesia berada pada urutan 11 terbesar
negara yang melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya karena perusahaan
di Indonesia tidak membayarkan pajaknya yaitu sekitar 6,48 miliar dollar AS
ke Direktorat Jenderal Pajak Indonesia.

Banyak perusahaan yang melakukan tindakan penghidaran pajak yang
berkaitan dengan laba yang diperolen oleh perusahaan itu sendiri. Laba

merupakan salah satu alat untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan



(Subagiastra dan Arizona, 2016). Bagi perusahaan pajak merupakan suatu
beban karena dengan adanya pajak maka dapat mengurangi laba perusahaan.
Oleh karena itu, apabila perusahaan mendapatkan laba yang besar maka pajak
yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat dan apabila
perusahaan mendapatkan laba yang kecil maka pajak yang dibayar juga akan
rendah sehingga banyak perusahaan yang mencari cara agar pajak yang harus
dibayar seminimal mungkin (Wicaksono, 2017).

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan
penghindaran pajak yang salah satu faktornya adalah beban pajak tangguhan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, dkk (2017) beban pajak
tangguhan disebabkan karena adanya perbedaan perlakukan antara
penghitungan akuntansi dengan perpajakan yang dilihat dari laporan laba rugi
yaitu kapan transaksi diakui baik secara komersial maupun fiskal dalam
laporan laba rugi. Pengakuan beban pajak tangguhan ini disebabkan karena
adanya perbedaan waktu dan permanen. Hasil dari penelitian ini menyatakan
bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pohan
(2009) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh
signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi hasil penelitian Kalbuana,
dkk (2017); Pohan (2009) bertolak belakang dengan penelitian Randi (2015)
yang mengatakan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, apabila ada pembayaran



untuk waktu yang akan datang maka akan diakui sebagai kewajiban menurut
Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi penghindaran pajak
adalah capital intensity yang menggambarkan seberapa besar investasi aset
tetap dan persediaan yang dilakukan perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias
(2012) perusahaan yang memiliki aset tetap dapat mengurangi pajak
perusahaan karena dengan adanya aset tetap berarti terdapat beban penyusutan
yang dapat mengurangi pajak. Apabila perusahaan banyak memiliki aset tetap
maka biaya penyusutan juga semakin besar yang dapat mengurangi pajak
terutang perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati
(2016) menunjukkan capital intensity berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noor, et al
(2010), Adelina (2012), Dharma dan Noviari (2017), dan Muzakki (2015)
menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar capital intensity perusahaan
maka akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak.

Selain itu, koneksi politik juga dapat mempengaruhi perusahaan untuk
melakukan penghindaran pajak. Koneksi politik ditandai dengan adanya
hubungan yang dekat antara perusahaan dengan pemerintah yang dapat
memberikan keuntungan bagi perusahaan yaitu perusahaan akan mendapatkan
kredit dengan mudah dan rendahnya tingkat pemeriksaan pajak yang dapat
menyebabkan perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak

(Annisa, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hijriani et al.,



(2014); Tehupuring dan Rossa (2016) menyatakan koneksi politik tidak
mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut
tidak sesuai penelitian yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014); Mulyani
(2014) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif tehadap
penghindaran pajak.

Faktor lain yang mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan
penghindaran pajak vyaitu karakter eksekutif. Perusahaan melakukan
penghindaran pajak sesuai dengan kebijakan pemimpin perusahaan.
Penghindaran pajak adalah suatu cara yang dilakukan wajib pajak untuk
mengurangi hutang pajak dengan tidak melanggar peraturan undang-undang.
Namun, tindakan ini mempunyai resiko akan dikenakan denda atau
berpengaruh terhadap kualitas perusahaan apabila diketahui perusahaan
tersebut melakukan penghindaran pajak (Kalbuana, dkk, 2017).

Penelitian terdahulu menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap
penghindaran pajak. Menurut Caroline (2014); Meilia dan Adnan (2017);
Dewi (2014) karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap tindakan
penghindaran pajak. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang
dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) dan Budiman dan Setiyono (2012)
yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa apabila nilai corporate risk
tinggi maka menunjukkan bahwa karakter eksekutif bersifat risk taker dan
apabila nilai corporate risk rendah maka karakter eksekutif bersifat risk averse.

Cara untuk menentukan besarnya corporate risk yang dilakukan oleh



perusahaan yaitu menggunakan rasio Effective Cash Rate (ETR). Nilai ETR
yang rendah menunjukkan tingginya tingkat penghindaran pajak yang
dilakukan perusahaan dan nilai ETR yang tinggi menunjukkan rendahnya
tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak baik walaupun
tindakan ini dilakukan tanpa melanggar peraturan undang-undang, namun
dengan adanya tindakan penghindaran pajak dapat merugikan penerimaan

negara.

Allah SWT berfirman:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-
harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil (Al-Qur’an Surah An-nisa
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu (Al-Qur’an Surah An-nisa ayat 59).
Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan
penghasilan tidak boleh memperoleh dengan cara yang salah atau melanggar
peraturan undang-undang. Tindakan penghindaran pajak tidak melanggar
peraturan undang-undang, namun tindakan ini dapat merugikan negara. Ayat
selanjutnya menjelaskan bahwa kita harus menaati Allah, Rasul, dan Ulil

Amri. Ulil Amri yang dimaksud adalah pemimpin atau pemerintahan,



sehingga kita harus menaati segala kebijakan dan aturan yang dibuat oleh
pemerintahan.

Peneliti terdahulu masih belum menjelaskan hasil yang konsisten, maka
motivasi penelitian ini yaitu ingin menguji kembali pengaruh perusahaan
melakukan penghindaran pajak dengan variabel yang telah ditentukan. Peneliti
berinisiatif meneliti kembali variabel tersebut pada perusahaan non-keuangan
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Peneliti menggunakan sampel
perusahaan non-keuangan karena masih sedikit penelitian yang menggunakan
sampel tersebut, sehingga peneliti ingin meneliti agar dapat menambah
wawasan dan pengetahuan dan dapat bermanfaat baik bagi perusahaan
maupun masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga merupakan kompilasi dari penelitian yang
dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) dengan menambahkan variabel
beban pajak tangguhan yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh
Nawang Kalbuana et al., (2017) dan capital intensity yang diambil dari
penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2014) serta dengan
rentang waktu selama 3 tahun agar dapat memberikan hasil yang maksimal
dari sebelumnya sehingga peneliti mengambil judul “Pengaruh Beban Pajak
Tangguhan, Capital Intensity, Koneksi Politik dan Karakter Eksekutif

terhadap Penghindaran Pajak.
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B. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak?

2. Apakah capital intensity mempunyai pengaruh positif terhadap
penghindaran pajak?

3. Apakah koneksi politik mempunyai pengaruh positif terhadap
penghindaran pajak?

4. Apakah karakter eksekutif mempunyai pengaruh positif terhadap

penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh beban pajak
tangguhan terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh capital intensity
terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh koneksi politik
terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif

terhadap penghindaran pajak.
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D. Manfaat penelitian
1. Manfaat Akademik
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan informasi bagi para akademisi untuk mengetahui bagaimana
pengaruh beban pajak tangguhan, capital intensity, koneksi politik dan
karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini
juga dapat memotivasi dan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya
pada bidang yang sama.
2. Manfaat Praktisi
a) Bagi investor:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
mengenai teknik pengambilan keputusan oleh investor dan dapat
mengetahui kualitas laporan keuangan perusahaan.

b) Bagi regulator:

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai penghindaran
pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat dijadikan
sebagai acuan untuk membuat peraturan perpajakan yang lebih baik
yang dapat meminimalkan celah-celah untuk melakukan penghindaran

pajak.



